Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai
berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SYAMSIA DG BARATA tempat lahir Takalar, tanggal 31 Desember 195
8, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Bontolangkasa,
Desa/Kelurahan Paranglompoa. Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten
Gowa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
permohonan ini;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
04 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sunggumin
asa pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 23
7/Pdt.P/2024/PN Sgm telah menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan perempuan yang bernama Syamsia Dg Barata
yang lahir di Takalar 31Desember 1958;

- Bahwa pada Paspor dari pemohon No. A 4594801 tertanggal 06 Februari
2013 hingga 06 Februari 2018 tertulis nama lengkap Samsia Binti Tata dan
Tempat Tanggal Lahir Takalar 31 Desember 1970 dimana dalam Paspor
tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan tahun lahir. Pada Paspor
tersebut berisi nama Samsia Binti Tata Seharusya Syamsia Dg Barata, dan
tahun lahir pada pasport 1970 seharusnya 1958.

- Bahwa perbaikan penulisan nama dan tahun lahir yang terdapat di dalam
paspor tersebut ingin pemohon perbaiki nama Samsia Binti Tata menjadi
Syamsia Dg Barata, dan tahun lahir pada paspor 1970 menjadi 1958,
sebagaimana  dalam kutipan Kartu Tanda  Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga
No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
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putusen mohl/gmoh?n_llnn laTala!
Catatan Sipil Kabupaten Gowa Tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat

keterangan beda identitas N0.32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh

kepala Desa Bontolangkasa.

- Bahwa penulisan Perbaikan nama dan tahun lahir yang tertulis pada paspor
dari pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke
Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan
penetapan yang bersifat litigitasi dan mempunyai kekuatan hukum,
sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini
Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa dapat dijadikan dasar bagi
imigrasi kota Makassar yang telah mengeluarkan Paspor No. A 4594801
bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 untuk dilakukan
perubahan terhadap nama dan tahun lahir sebagaimana yang tertera dalam
Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23
Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06
Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas  No.
32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa.

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan
diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas A
Sungguhminasa, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang
akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula
untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama
dan tahun lahir pada Paspor pemohon No. A 4594801 dari 06 Februari
2013 menjadi 06 Februari 2018 dengan berdasarkan:

e Kartu Keluarga No. 7306012501057587;
e Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060;
e surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/X1/2024;

3. Memerintahkan kepada imigrasi Makassar setelah menerima salinan
penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada
paspor No. A 4594801,

4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena
adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

datang menghadap sendiri di persidangan;
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putusan.ma%gm%%%%'n%gﬁwg untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,

maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya

dan diberi materai yang cukup berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 atas nama SYA
MSIA DG BARATA, selanjutnya disebut tanda bukti P-1;

2.  Fotocopy Kartu Keluarga No. 1306012501057587 atas nama JUNAID DG
KAMPO tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA, selanjutny
a disebut tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 32/SKBI/DBL/X1/2024 d
ari Kepala Desa Bontolangkasa Utara tanggal 04 November 2024, selanjut
nya disebut tanda P-3;

4.  Fotocopy Paspor No. Paspor A 4594801 atas nama SAMSIA BINTI TATA la
hir tanggal 31 Desember 1970, selanjutnya disebut tanda P-4;
Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi

di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIANTO AZIS, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarg
a sebagai ibu kandungnya Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pe
ngadilan Negeri Sungguminasa karena ada kekeliruan penulisan nama d
an tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA la
hir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4594801
bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identit
as nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA |
ahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga
No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat
keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan
oleh kepala Desa Bontolangkasa;

- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor No. Pasp
or A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang
diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon S
AMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah), berbeda den
gan Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 atas nama SYAMSI
A DG BARATA, Kartu Keluarga No. 1306012501057587 atas nama JUNA
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putusan.maniamanagEadRiidiis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA da

n Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 32/SKBI/DBL/XI/2024 dari Ke
pala Desa Bontolangkasa Utara tanggal 04 November 2024 tertulis nam
a Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada tanggal 31 Desemb

er 1958 (benar), tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan

perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri
Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon
untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemo
hon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun Pemoho
n di dalam paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013
hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Maka
ssar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desem
ber 1970 (salah), dengan maskud dan tujuan adalah untuk mengajukan
perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi
Makassar, namun membutuhkan pengurusan perbaikan data pada Kantor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa,;

- Bahwa Pemohon dengan nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Des
ember 1970 (salah) dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir p
ada tanggal 31 Desember 1958 dan sampai sekarang Pemohon tidak
pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon
menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang
akan dikemukakan dipersidangan;

Saksi 2 ASNIATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarg
a sebagai anak kandungnya Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pe
ngadilan Negeri Sungguminasa karena ada kekeliruan penulisan nama d
an tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA la
hir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4594301
bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identit
as nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA |
ahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga
No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat
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putusan.mahkamanagungde Gentitas No. 32/SKBIDBL/XI/2024 yang dikeluarkan

oleh kepala Desa Bontolangkasa;

- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor No. Pasp
or A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang
diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon S
AMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah), berbeda den
gan Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 atas nama SYAMSI
A DG BARATA, Kartu Keluarga No. 1306012501057587 atas nama JUNA
ID DG KAMPO tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA da
n Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 32/SKBI/DBL/X1/2024 dari Ke
pala Desa Bontolangkasa Utara tanggal 04 November 2024 tertulis nam
a Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada tanggal 31 Desemb
er 1958 (benar), tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan
perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri
Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon
untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemo
hon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun Pemoho
n di dalam paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013
hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Maka
ssar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desem
ber 1970 (salah), dengan maskud dan tujuan adalah untuk mengajukan
perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi
Makassar, namun membutuhkan pengurusan perbaikan data pada Kantor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa,;

- Bahwa Pemohon dengan nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Des
ember 1970 (salah) dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir p
ada tanggal 31 Desember 1958 dan sampai sekarang Pemohon tidak
pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon
menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang
akan dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa
lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini
segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap
dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap termuat serta

dipertimbangkan dalam Penetapan ini;
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putusan.mahkamahagung.god, \ s pERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin

perbaikan kekeliruan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah

bernama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor

No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) y

ang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG

BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.

7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No.

7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda

identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa

Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya
dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang
Saksi yaitu ARIANTO AZIS dan ASNIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi
dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kekeliruan p
enulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA
BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4
594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar i
dentitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARA
TA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga
No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat
keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/X1/2024 yang dikeluarkan oleh
kepala Desa Bontolangkasa;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun kelahiran
Pemohon di dalam mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor
tersebut pada kantor Imigrasi Kota Makassar, namun membutuhkan pengur
usan perbaikan data di kantor Imigrasi Kota Makassar karena Pemohon bert
empat tinggal di Bontolangkasa, Desa/Kelurahan Paranglompoa.
Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Pemohon dengan nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Dese
mber 1970 (salah) dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada
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putusan.m@%ag@la %Je%%r%gelp 1958 (benar) dan sampai sekarang Pemohon tidak
pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan
Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, Pemohon memohonkan
kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Hakim yang memeriksa
perkara ini, agar dapat mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kekelir
uan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSI
A BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 459
4801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identita
s nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA lahir tan
ggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa
tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa
tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No.
32/SKBI/DBL/X1/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah
permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kesalahan dalam penulisan nama da
n tahun lahir Pemohon berdasarkan Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal
06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi
Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 De
sember 1970 adalah identitas Pemohon yang salah, sehingga Pemohon mengaj
ukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk dilakukan perbaik
an identias Pemohon, dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar permohonan Pemohon tersebut dapat
dikabulkan menurut hukum, maka permohonan tersebut haruslah memenuhi
syarat formal maupun syarat materil, untuk itu syarat-syarat tersebut akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah
memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau
contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara
permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar
permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang
untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku Il Edisi
2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam

Empat Lingkungan Peradilan (vide hal 44);
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putusan.ma%%m%%%%%?g.ggﬁ\gva ketentuan perundang-undangan memberikan

batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan
dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan
tersebut, Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan
petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan
Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan
salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di
Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam
akta catatan sipil (videBuku Il Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa permohonan
ini berpendapat permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan
nama dan tahun kelahiran Pemohon berdasarkan Paspor No. Paspor A 459480
1 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari ka
ntor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir t
anggal 31 Desember 1970, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk
memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang
diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu
diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku Il
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat
Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu
permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua
Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan
tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada
Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan
atau di pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan yang
benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BA
RATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No.
7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
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pUtuSaglbrn?J]a%%nagt%%ggg\%agtoe'rl%nggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda
identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa

Bontolangkasa, sehingga dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon saat

ini maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan pembuatan pas
por di kantor Imigrasi Kota Makassar;

Menimbang, bahwa adanya penulisan nama Pemohon berdasarkan pa
spor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari
2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar adalah salah tertulis S
AMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 yang benar seharusnya dan
benarnya adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 milik
Pemohon dan serta tempat tinggal dari Pemohon yang merupakan wilayah
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa in casu tempat permohonan
Pemohon didaftarkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri
Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan
di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah
memenuhi syarat formal,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah
permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan,
bahwa identitas nama Pemohon yang salah adalah berdasarkan Paspor No. Pa
spor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang dite
rbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BIN
TI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 dan yang benar adalah SYAMSIA DG
BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No.
7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda
identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa
Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum tersebut di
atas, maka cukup jelas terdapat kesalahan pencatatan nama dan tahun kelahira
n Pemohon dalam Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013
hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar ata
s nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 diperbaiki menjadi
nama dan tahun kelahiran sebenarnya Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA
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pUtuSﬂghwaqgﬁ&%?a%ﬂn%%%ber 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.

7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No.
7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda
identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa
Bontolangkasa, maka cukup jelas hal tersebut diterbitkan oleh Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian apabila
dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahu
n lahirnya Pemohon yang tercatat dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa, maka tentunya alasan tersebut telah sesuai dengan syarat
perbaikan kesalahan dalam paspor dengan dasar identitas sebenarnya adalah
SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda
Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga
No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat
keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/X1/2024 yang dikeluarkan oleh
kepala Desa Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan serta maksud dan
tujuan dari perbaikan nama dan tahun lahirnya Pemohon berdasarkan Paspor N
0. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yan
g diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar atas nama SAMSIA BINTI TATA
lahir tanggal 31 Desember 1970 diperbaiki menjadi nama dan tahun kelahiran s
ebenarnya Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember
1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23
Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus
2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang
dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa yang merupakan bagian hak-hak
setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum setiap Peristiwva Kependudukan dan Peristiwa Penting
atau peristiwa penting lainya yang dialami oleh Penduduk Indonesia, maka
Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil
permohonan, sehingga Pemohon dapat mengajukan perbaikan data Pemohon t

entang paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi Kota Makassar;
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P rmemmba%g, goghwa oleh karena ternyata secara hukum permohonan

Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan

berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon
untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon be
rdasarkan Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga

06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar atas nama

SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 diperbaiki menjadi nama d

an tahun kelahiran sebenarnya Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir ta

nggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.

7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No.

7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda

identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa

Bontolangkasa, maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan sehingga Pemohon m

engajukan perbaikan data kependudukan berupa penerbitan paspor di Kantor |

migrasi Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan
permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon
mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan
permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan identitas yang benar Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA la
hir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No.
7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga
No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat
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keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/X1/2024 yang dikeluarkan oleh

kepala Desa Bontolangkasa;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan
nama dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Paspor Pemohon No. A
4594801 dari 06 Februari 2013 menjadi 06 Februari 2018 (SAMSIA BINTI TA
TA lahir tanggal 31 Desember 1970) dengan berdasarkan: Kartu Keluarga
No. 7306012501057587, Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 da
n surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/X1/2024 (SYAMSIA DG
BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958) milik Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar setelah menerima
salinan penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada
paspor No. A 4594801 dari 06 Februari 2013 menjadi 06 Februari 2018 atas
nama SAMSIA BINTI TATA diperbaiki menjadi nama SYAMSIA DG BARATA |
ahir tanggal 31 Desember 1958 (benar)

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh YE
NNY W.,P., S.H.,M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai
Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ARI ASTUT
I, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim

secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI HAKIM

ARIASTUTI, S.H. YENNY W,,P., S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

o Biaya Pendaftaran - Rp 30.000,00
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o Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

o Biaya Sumpah :Rp 20.000,00
. Materai : Rp 10.000,00
o Redaksi :Rp 10.000.00 +
Jumlah : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
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